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KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan
peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
Keadaan keamanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak dapat
dipisahkan dengan keamanan secara umum sehingga pengaturan dalam
menangani masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat
dipisahkan dengan pengaturan dalam menangani masalah keamanan
umum.

Dengan pertimbangan tersebut maka peraturan pelaksanaan
mengenai keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan
kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri.
Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur
mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

(RUNK LLAJ), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RUNK LLAJ
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II.

yang dilaksanakan terkordinasi dalam wadah Forum Lalu lintas dan
Angkutan Jalan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, kewajiban perusahaan angkutan umum yang
terdiri dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkatan umum
dan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas, dan pengawasan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan RUNK LLAJ dimaksudkan agar terdapat dokumen
perencanaan yang digunakan sebagai acuan bersama semua pemangku
kepentingan agar program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
saling mengisi dan sinergi.

Agar pelaksanaan RUNK LLAJ tersebut dapat dilaksanakan secara
terkoordinasi dan memastikan terlaksananya program keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan maka diselenggarakan manajemen keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan yang unsurnya terdiri atas pencapaian
sasaran dan hasil yang diinginkan yang telah ditetapkan dalam RUNK
LLAJ, tindakan langsung untuk mewujudkan keselamatan, serta
dukungan fungsi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan langsung
dalam upaya pencapaian sasaran.

Dalam pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan dilakukan pengawasan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan melalui audit, inspeksi, serta pengamatan dan

pemantauan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Visi” adalah rumusan umum
mengenai keadaan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Yang dimaksud dengan “Misi” adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Kebijakan” adalah arah/tindakan
yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “Strategi” adalah langkah-langkah
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Tindakan langsung secara sinergi”
dalam teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
dikenal dengan istilah intervensi.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pusat kendali sistem keselamatan
LLAJ” merupakan bagian tidak terpisahkan dari pusat kendali
Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
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Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

No.6122

www.peraturan.go.id



No0.6122 _a-

Ayat (2)
Yang dimaksud “dilakukan secara berkelanjutan” adalah
dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan oleh masing-masing

pembina LLAJ.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
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